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MA. Pedoman Beracara. Putusan atas Penerimaan
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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN
PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU
TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan menjadi landasan hukum
yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau
tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi
kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan,;

bahwa ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
mengatur kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan
memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan
Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat
Pemerintahan;

bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015
tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan
atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan

Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat
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Mengingat

1.

Pemerintahan, ternyata belum memberikan panduan
yang jelas bagi Hakim dalam mengadili perkara
permohonan  untuk  memperoleh  putusan  atas
penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan
dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang
Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas
Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan

dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN
BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS
PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN
KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT
PEMERINTAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud

dengan:

1. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara
tertulis kepada Pengadilan dalam  hal permohonan
dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan
Keputusan dan/atau melakukan Tindakan.

2. Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap
dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya
Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya
mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang
berwenang untuk  mendapatkan  putusan = atas
penerimaan permohonan.

3. Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan
Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Permohonan dari Pemohon.

4. Majelis Hakim yang selanjutnya disebut Majelis adalah
susunan hakim yang memeriksa dan memutus

Permohonan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Jadwal Persidangan adalah  pembagian  waktu
berdasarkan tahapan persidangan secara berurutan
mulai dari sidang pertama hingga pengucapan putusan
akhir yang ditetapkan oleh Majelis.

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB II
MATERI PERMOHONAN

Pasal 2

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam S (lima)
rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau
kuasanya.
Dalam hal Pemohon orang perorangan, identitas
Pemohon meliputi:

nama;

a.
b. kewarganegaraan;

c. tempat, tanggal lahir/umur;

d. tempat tinggal;

e. pekerjaan dan/atau jabatan; dan

f.  nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat
elektronik.

Dalam hal Pemohon Badan Hukum Perdata atau Badan

Pemerintahan, identitas Pemohon meliputi:

a. nama Badan Hukum Perdata atau Badan
Pemerintahan;

b. tempat kedudukan; dan

Cc. nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat
elektronik.

Uraian yang menjadi dasar Permohonan, meliputi:

a. kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang
merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak

ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak
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(6)

(7)
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dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
maka dihitung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
setelah permohonan diterima secara lengkap oleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
alasan Permohonan diuraikan secara jelas dan rinci
mengenai kewenangan Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan, prosedur, dan substansi penerbitan
Keputusan dan/atau  Tindakan  berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas
umum pemerintahan yang baik;
hal-hal yang dimohonkan wuntuk diputus dalam
Permohonan yaitu:
1) mengabulkan Permohonan Pemohon; dan
2) mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

sesuai dengan Permohonan Pemohon.

Di samping diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4), Permohonan
juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara
elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram
padat atau yang serupa dengan itu.

Dalam hal Pemohon diwakili oleh kuasanya, identitas
Pemohon dalam Permohonan diuraikan terlebih dahulu
diikuti identitas kuasanya.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib
dilampiri surat kuasa khusus dan fotokopi kartu anggota

advokat dari kuasa yang bersangkutan.
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